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TENTANG 
TINDAK LANJUT PERUBAHAN BATAS USlA PENSIUN BERDASARKAN 

UNDAMG UNOANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SlPlL NEGARA, DAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014 ENTANG PEMBERHENTlAN PEGAWAI 

NEGERI SPIL YANG MEMCAPAI BATAS USlA PENSIUN BAG1 PEJABAT FUNGSlONAl 

A. U m m  
Berdasarkm Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panbarhentian Pagawi Neg& Sipil 
Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, pedu menprnpaikan pekrnjuk 
kepada Para Pejabat Pembina Kepqawaian Pusat, Para Kepala Kantor Whyah W W r a t  
Jenderal Perbendaharaan dan Kepata Kantor Pelayanan Perbendahaman Negara mangenal 
tindak lanjut pelaksenaan dan pembayaran gaji Pegawai Negeh Sipil berkenaan dengan 
perubaban batas usia pendun dalam peraturan perundeng-undangan tersebut. 

8. Maksud dan Tujuan 
Memberikan pedamanlpetunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menindaklanjuti 
perubahan batas uda penstun Pegawai Negeri Sipil dan bwi Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara dalarn melaksanakan pembayaran gaji kepada Pqawai Negsti Sipil 
yang menduduki Jabaten Pimpinan Tinggi (setara dengan jabatan struktural eselon I dan 
-Ion II), Jabatan Adrninistrasl (setara dengan jabatan struktural -Ion HI ke bewah), dan 
Jabatan Fungsional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatatur Sipil 
Megara dan Peraturan Permtintah Nornor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai 
N e p i  Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. 

C. Ruang Lingkup 
1. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi Pegawai Negeti Sipil 

yang rnenduduki Jabtan Pimpinan Tinggi; 
2. Pelakwnaan k e t e n h n  Mae usia pensiun dan pembayaran gaji bagi Pegawai Negeti Sipll 

yang rnenduduki Jabatan Administrasi; dan 
3. Pelaksanaan ketentuan batas usia pnsiun dan pembayaran gaji bag! Pegawai P1-fi Sipil 

yang mendudukl Jabatan Fungsional. Qr 



Dasar 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lemkran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republilt 
Indonesia Nomor 5494). 

2. Peraturan Pmerintsh Nomor 45 Tahun 2013 tenbng Tata Cara Pdaksanaan Anggaran 
Pendspatan dan Belanja Negara (Lembaran Negsra Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423). 

3. Perahran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pembrhentian Pegawai Negeri Slpil 
Yang Mencapai Batas Ush Pensiun Bagt PaJabat Fungsional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58). 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1901PMK.05120 1 2 tentang Tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Megara 
Republik Indonesia Tahun 20 t 2 Nomor 1 t Q f ), 

5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2830N.7-3199 tanggal 17 Januari 
2014 perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Nqeri Sipil. 

8. Surat Kepsla Badan Kepegawaian Negara Nomor K.28-3W.ZWQ tanggal 11 Maret 
2014 perlhal Penjetasan Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Masih Bersediamdak 
Bemedia Lagi Melaksanakan Tugas. 

7. Surat -la Badsn Kepehlawaian Negara Nomor C 1 2 W  43-9108 Eanggal 16 April 
2014 perihal Pelaksanaan Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Ketentuan Umum 

1. Aparatur Sipil Negam yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pgawai negetl slpil 
dan pqawai pernerlntah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepqawahnnya dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemrlntahan atau dismhi tugas 
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturm perundang-undangan. 

2. Pegawai Negati Sipil yang selanjuhya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang 
mamenuhi syarat tewntu, diangkat sebagai Pegawai ASN m r a  tetsp oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemrintahan. 

3. Jabatan Aparatur Sipll Negara terdiri atas: 
a. Jabatern Administrasi; 
b. Jabatan Fungsional; dan 
c. Jabatan Pimpinan Tinggi. 

I 
4. Jabatan Administfad terdiri atas: 

a. Jabatan Administrator; 
b. Jabatan Pengawas; dan 
c. Jabatan Pelaksana. 

5. Jaktan Pimpinsn Tinggi terdiri atas: 
a. Jabatan Pimpinnn l7nggi Utama; 
b. Jabatan Pimpinan Tlnggi Madya; dan 
c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna. 

6. PNS dibehentikan dengan hormat karena mencapai batas u&a pensiun, yaikr: 
a. 58 (lima guluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 
b. 60 {enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggl; dan 
c. sesuai dengan ketentuan pemturan perundang-undangan bag! Pejabat Fungsional. 

7. Penyetaman jabatan PNS ditentukan: 
a. Jabertan melon la Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan Jabatan 

Pimpinan Tinggi Utama; 
b. Jabatan w l o n  la dan eselon Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Inggi  Madya; 
c. Jabatan eselon II @ra dengan Jabatan Pimpinsn Tinggi Pratma; 
d. Jabatan eselan Ill &ra dengan Jabatan Administrator; 
e. Jabatan eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas; dan 



f. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana. 
sampai dengan berlakunya peraturan pela ksanaan mengenai Ja batan ASN dalam 
Undang Undang Aparatur Sipil Negara. 

F. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki 
Jabatan Pimpinan Tinggi 

1. Terhiung mulai saat brlakunya Undang-Undang Nomar 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) 
maka batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi (Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, 
Pejabat PImpinan Tinggli Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yaw sWumnya 
dlkenal sebagai pejabat sbuktural eselon I dan melon II) adalah 60 (enam putuh) tahun 
tanpa melalui mekanlsme perpanjangan oleh Peja bat Pemblna Kepegawaian. 

2. Pembayaran gaji kepada PNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 dihentikan pada bulan brikutnya setelah pejabd tersebut mcapai  usia 80 
(enam puluh) tahun. 

3. Dalam ha1 terdapat PNS yang rnenduduki Jabatan Pimpinan Tinggi berum berusia 68 
(anam puluh) tahun, berlaku ketentuan sebagai krikut: 
a. apabila telah diberhentikan dari jababnnya dan belum diterbitkan surat keputusan 

pemberhentian dengan honnat sebagai PNS, maka brhadap PNS dimaksud berlaku 
batas usia pensiun dan diberikan pernbeyaran gaji sampai dengan usia 58 (lirna puluh 
delapan) tahun; 

b. apabila blah diberhentikan dari jabatannya dan usianya 58 (lma puluh delapan) tahun 
atau Ieblh, maka dibehentikan sebagai PNS dan dihentikan pembayaran gajinya 
terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatannya; 

c. apabifa telah dibrhentikan dari jabatannya dan keputusan pernberhentian dengan 
hormat sebagai PNS blah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 58 (lima 
puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya sebagai PNS ditapkan krlaku 
terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, maka : 
I )  apabila bsrsedia melanjutkan melaksanakan tugas, batas usia pensiunnya adalah 

58 (lima pu th  delapan) tahun; 
2) apabila tidak bemedia rnetanjutkan melaksanakan tugas, dibhentikan sebagai 

PNS terhhng mulai akhir bulan yam bersangkutan rnencapai batas usia pensiun. 
d. gaji PNS sebagaimana dimaksud pada hurrPf c angka I) dapat dibayarkan sampai 

dengan usia 58 {lima puluh ddapan) tahun dengan k&ntuan sebagai berfkut 
1) apabila Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS yang 

bersangkutan blah d ie i ikan  dari satker terrkait, gajinya dapat dibayarkan kembali 
setelah sumt keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya 
dicabutlditinjau kem bali; 

2) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diirbitkan dari satker terkait, 
gajinya dapat dl bayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya 
sebagai PMS dicnbuv ditinjau kemhali. 

e. gaji PNS sebagaimena dimaksud pada huruf c angka 2) dihentiksn pembayarannya 
mulai tanggal 1 bulan brikutnya setelah pemberhentiannya sebagai PNS. 

4. Dalam ha1 terdapat PNS yang seblumnya menduduki Jabatan flmpinan Tinggi dan 
sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 
a. apabila pada saat bmkhlrnya maaa bebas tugas atau masa persiapan pensiun 

benrsia 58 (lima puluh delapan) tahun atau IeMh, maka dikheniikan *gal PNS 
dan dihentlkan pembayaran gajinya terhitung mulai tanggal 1 bulan brikutnya W l a h  
berakhirnya masa M a s  tugas atau masa perslapan pensiun; 

b. apabila pada saat berakhtrnya masa b b a s  tugas atau masa perskpan pensiun M u m  
berusia 58 (lirna puluh delapan) tahun dan surat keputusan pemkrhentian sebagai 
PNS beturn diterbitkan s e b  bemedia melaksanakan tugas kembali, maka berlaku 
batas usla pensiun dan dibayarkan gajinya sampai mencapai usia 58 (lima puluh 
delapan) tahun; 

c. apabila pada mat bemkhimya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum 
brusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan surat keputusan pmberhentlan sebagai* 



PNS tela h diterbitkan setla bersedla melaksanakan tugas kem baii, maka berlaku bahs 
usia pensiun 58 (lima puluh dslapan) tahun. Pembayaran gaji terhadap PNS kmht 
adalah: 

1) apabila Surat Wrangan Pewhentian Psrnhyann (SKFPP) Gaji PNS yang 
bersangkutan blah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dibayarkan kembali 
setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya 
dicabutlditlnjau kembali; 

2) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diteitkan dari satker 
terkat gajinya dibayarkan kembgli satela h surat keputusan pemberhentiannya 
sebagai PNS dicabutl d)tinjau kernban. 

d, Apablla PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b tldak bersedia melerksanakan 
tugas kembali, maka PNS yang ksangkutan menyarnpaikan permohonan brhenti 
kepada Kepala Badan Kepegawaian NegaMepaIa Kantwr Regional Badan 
Kepegawaian Negara. 

e. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c tldak bersedia melaksanakan 
tugas kembali, maka ,Surat Keputusan Pemberhentiannya tetap berlaku dan 
pem bayam gajinya dihentikan mulai bulan berikutnya setelah pemberhenbtan PMS 
yang bersangkbn. 

5. Usul permohonan pemberkntian sebagairnarm dimaksud pada angka 4 huruf d 
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian NegaralKepsla Kantor Regional 
Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasl Pelayctnan 
Kepegawaian (SAPK) dan selanjuinya ditapkan oleh Preslden bag1 PNS yang 
krpangkat Pembina Utama Muda gobngsn ruang lVfc ke atas dan kpala  Badan 
Kepegawaian NegaralKepaia Kantor Regional Badan Kepgawaian Negara bagl PNS 
yang krpangkat Pernbina Tingkat I golongan ruang Wlb ke bawah. 

G. Pelabnaan ketentuan batas usia pemiun dan pernbayaran gaji bagi PNS yang 
menduduki Jabatan Admfnistrasi 
1. Terhitung mulai saat bedakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 

2014) maka batas usia pensiun Pejabat Adminlstrasi (Jabatan Eselon Ill, Jabatan 
Esdon IV, Jabatan Eselon V dan Pelaksana) adalah 58 Tahun, 

2. PNS yang menduduki Jabatan Administrasl dan keputusan pemberhentian dengan 
hornat sebagai PNS b lum ditetapkan karena r n m p z l i  batas usia pensiun 56 (lima 
puluh enam) tahun serEa pemberhentianhya berlaku terhitung mulai akhir bulan 
Januari 2014 dan bulan-butan berrikutraya, kriaku batas usia pensiun dan dibayarkan 
gajinya sarnpai mencapai usia 58 (lima puluh dalapan) iahun. 

3. Dalam ha1 PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak k d i a  melanjutkan 
bertugss sampai dangan usia 58 tahun, maker PNS yang bewngkutan menyamgabn 
usul permohonan berhenti kepada Kepala Badan Kepegawaian NqarafKepala Kantor 
Regional Bsdan Kepegawaian Negara dengan rnenggumkan Sistem Aptikasi 
Pdayanan Kepegawsian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan obh Presidan bagi PNS 
yang berpangkat Pembina UGama Muda golongan ruang lVlc ke atas dan Kepala 
Badan Kepegawaian NegaralKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 
bagi PNS yang berpangkat Pemblna Tingkat I golongan tuang WIb ke bawah. 

4. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi dan keputusan pembarhentian dengan 
horrnat sebagai PNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pendun 58 {lima 
puluh enam) tahun wrta pemberhentiannya dltetaplsan berlaku terhitung mulal akhir 
bulan Januari 2014 dan bulan-bulan berikutnya, maka pmbayaran gajinya dikntikan. 

5. Terhadap PMS yang menduduki Jabatan Adrnlnistrasi sebagalmana dimabud pada 
angka 4 beriaku ketentuan sebagai berikut: 
a. apabila PNS yang bersangkutan bersedia melaksanakan tugas sampai usia 58 

tahun, surat keputusan pemberhentian den pnsiunnya dicabutlditinjau kmbali. 
b. apabila PNS yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan tugas sampai usia 

58 tahun maim surat keputusan panbehentian dan pensiunnya Map berlaku. 
c. Pembayaran kembali gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ditaksanakan: 

1) apabila SKFP Gaji PNS yang hangkutan telah d i t e r b i n  dati s-r @&it, 
gajinya dapat dibayarkan kernball setelah Sumt Keputusan pernberhentiannya 
sebagai PNS dan SKPP-nya dicabutlditinjau kembali. as 



2) apaMla SKPP Gaji PNS yang bersangkutan M u m  dite-n dad satker 
terkait, gajinya dapat dibsyarkan ksmbaD setelah Surat Keputusan 
pemberhentiannya sebagai PNS dicabwditlnjau k m h l i .  

H. Pdaksanaan ketenkran batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PMS yang 
menduduki Jabatan Fungsional 
1. Batas usia pensiun PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yaitu: 

a, 58 (lima puluh delapan) tahun bag[ Pejabat Fungslonal Ahl Muda dan Ahti Pertama 
serta Pejabat Fungsional Kebrampilan; 

b. 80 (enam puluh) tahun bagi PNS yang mernangku: 
f ) Jabatan Fungsional Ahli Ubma dan Ahli Madya; 
2) Jabatan Fungsionat Apoteker, 
3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit 

pelayanan kesehatan negeri; 
4) Jabatan Fungshal Dokter Gigi yang d i iaskan secara penuh pada unit 

pelayanan kesehatan negeri; 
5) Jabatan Fuqsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertarna; 
6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner; 
7) Jabatan Fungslonal Penilik; 
8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 
9) Jabatan Fungslonal Widyaiswara Madya dan Muda; atau 
10) Jabatan FuhgJonal lain yang dbntukan oleh Presklen. 

c. 65 (enam puluh Iima) tahun bagi PMS yang memangku: 
I) Jabatan Fungsional Pmeliti Utarna dan Penetii Madya yang ditugaskern 

secara penuh di bidang penelidan; 
2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya; 
3) Jabatan Fungsional Widyiswara Utama; 
4) Jabatan ~ungsional peGawas Radiasi Utama; 
5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama; 
6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama; 
7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau 
8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh P ~ i d e n .  

d. PNS yang psrda tanggal 30 Januari 2014 sedang menduduki Jabatan Fungslonal 
Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penydia selain Jabatan Fungdonal sebagsimana 
dimaksud pads huwf b, p n g  sebelumnya Mas usia pensiunnya dapat 
diperpanjang wrnpai dengan 60 (enam pduh) tahun, maka batas usia pensiunnya 
adalah 60 (enam puluh) tafrun. 

e. PNS yang diangkat setelah tanggal 30 Januari 2014 dalam Jabatan Fungsional Ahli 
Muda, Ahli Psrtama, dan Penyelia sebagaimana dirnaksud pada humf d, batas usia 
pensiunnya adalah 58 (lima pufuh delapan) tahun. 

f. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional lain yang d i h r k a n  Undang-Undang, 
batas usia pensiunnya sesuai ketentuan Undang-Undang berkenaan. 

2. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang bedasarkan ketentuan perundang- 
undangan sebelum brlakunya Peraturan Pernetlntah Nomor 21 Tahun 2014 telah 
mencapai batas usla pensiun pada akhir bulan Januari 2014 atau bulan-bulan 
berikutnya: 
a. apabila belum ditehitkan Surat Keputusan pemberhenthn sebagai PNS, maka 

gajinya dibayakan sampai dengan batas usia pensiun sebagalmana ditetapkan 
dalam Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2014; 

b. apabila belum diterbilhn Sumt Keputusan pemberhentian sebagai PNS dan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 201 4 rnen8apatkan 
perpsnjangan batas usia pendun namun tidak bersedia tagi melaksanakan tugas, 
maka PNS dimaksud harus rnqajukan permohonan pemberhentian dengan 
hormat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 

c. apabila telah diterbitkan Surat Keputusan pernberhentian sebagai PNS wrta t b k  
dica butlditinjau kembali maka pmbayaran gajinya di hentikan; Q 





K. Penufup 
1. Kepala KPPN agar memberitahukan haksud Surat Edaran Bersama ini kepada satker 

di wilayah kerjanya. 
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat agar memberitahukan kepada seluruh unit kerja 

masing-masing untuk menktdaklahjuti Surat Edaran Bersama hi. 
3. Kepala Kantot Wilayah DireM~rat Jenderal Perbendahataan diminta untuk mengawasi 

pelaksanaan Swat Edaran Bersama ini. 

Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya* 

Ditetapkan cfi Jakarta 

I pada tanggal 39. MG t 

Ternbusan: 
1. Mwteri Keuangan 
2. Direktur Jenderal Anggaran 
3, Deputl Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian 
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian 

I 



INSTANSI 

LAMPIRAN I 
SURAT EDMAN BEUSAM4 
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARM DAN 
KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN N E W  
NOMOR SE- 19 lPBl2Ot4 

' llSEIZ014 
TAFKjGAL r*161 204 
TENTANG TINOAK LANJUT ARUBAHAN BATAS USIA PENSIUN BERDAWKAN 
UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHW 2014 TENTANG APAWTUR StPlL NEGARA. 
DAN PEWTURAN PEMERINTAH MOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG 
PEMBERHENTIAN PEGAWAl NEGWl SlPlL YANG MENCAPAI EATAS USIA 

A ,  ' 
PENSIUN BAG1 P U B A T  FUIYGSIDPIAL 

DAFTAR NAMA PNS YANG BERSEDIA LAG[ MELAKSANAKAN TUGAS 
DALAM GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH 

",L? ' 

,ha' 

................ " ................., ...*.. ............................ 
PEJABAT PENGUSUL, 

NO 
URUT 

1 

.............................. NIP 

PEGAWAIAN NEGARA, R JENDERAL PERBENDAHAWN, 
-- --- --- -- 

I 

/ 
/ 

- - 

CATATAN : 
- - 4  ,? I -  A 

NAMA 

2 

NIP 

3 

GOLONGAN 
RUANG 

4 

JABATAN 

5 

UNlTKERlA 

6 

t 

KETERANGAN 

7 

I 



SURAT EDARAN BERSAMA 
DIREUTUR J E N M W  PERBENOAHAAAAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
N O W  . SE-19 IPBRO14 

' llSEl2014 
TA- t aa Me1 3.q 
TEWTANG TINDAK LANJUT PERUBAHAN BATAS USlA PENSIUM BEROASARKAN 
UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TWTANG APARANR SlPlL NEGARA. 

PEUBERHEMUN PEGAWAI MEGERl SIPIL YANG MENCAP* BATAS USU , 
a DAN PERAWRAN PEMERtMAH NORAOR 21 T A W N  2014 TENTANG ?'k+- 

PENSIUN BAG1 PEJABAT FUNGSIDNAL 'b-7- 

DAFTAR NAMA PNS YANG BERSEDIA LAG1 MELAKSANAKAN TUGAS 
DALAM GOLONGAN RUANG lVlC KE ATAS 

I NSTANSI' 
d*dy**.,...--r..,...,..-.. . . -  .,.,. - ~ ~ ~ * * * * - . v + ~ " * ~ , . , * * * .  

NO NAMA NIP 
GOLONGAN 

URUT RUANG JABATAN UNIT KERJA KET ERANGAN 

1 2 3 4 " 5 6 7 

-- > 

CATATAN : 
....*..-...-......** L.............., . n ~ . . r . . - . r . . . - r . r ~ l . . l ! l l I I ~ + ,  

, . , ,  , .," 

PEJABAT PENGUSUL, 



SURAT EDARAN B E R M  
DlREKTUR J E N D W  PEKBEHMMRMN [89N 
KEPALA 6AMH KEPEGAWW N E W M  
NOMOR :SEW -14 

TINDAK W U T  PERClsAHAN BATAS USlA PENSIUN BERDASARKM ' " 
U N M  UNMNG NOMLW 5 TAHUN 2014 TEWANG APARATUR Wit 
NEGARA, M N  PERATURAN m R k M A H  PlOMDR $I TAHUN 5"014 ' 

EMMQ PtiAtBERH- PEGAWAI NWERl W L  Y m O  
MENCAPAl WTAS UglA PEYSlUN WI PEJABAT FUNGSDNAL 

I 
KOP SURAT SATUAN KERJA 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

SURAT PERNYATAAN 

.............. ............................. : Kqagq Pengguna AnggaranlKepala Satuan Ke ja  : 

Sehubungan dengan pengajuan SPM LS Gaji lnduk / Susulan PNS yang mernpemleh 

perpanjangan batas usia pensiun, dengan hi menyataksn dengan sesungguhnya bshwa: 

1. Tiak terdapat pembayaran ganda (gaji dan uang pensiun) kepada PNS yang 

betsang kutan. 

2. Kami bertanggung jawab dan bersedia untuk menyetor ke kas negara apabila terjadl 

pembayaran ganda. I 
I 

I 

Dernikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

I ........................................................ I Kuasa Pengguna Anggarad 
Kepala Satuan Kerja ....................... 

NIP ........................... ..,... ............... 


